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BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR (, TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang :

Mengingat :
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TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAMPUNG BARAT,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 316 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015, perubahan APBD dapat dilakukan jika
terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, keadaan
yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit
organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, keadaan yang
menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya
harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan,
keadaan darurat, dan atau keadaan luar biasa, maka perlu dilakukan
perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2020;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2020 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor
68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1985 Nomor
3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3569);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan
Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
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10.

11

12,

13.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan
Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4738);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan
Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4829);

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

Peraturan Pemerintah Nomor S5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);
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23.

24.

25.

26.

27.

28.

29,

30.

31.

32.

33.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 35,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5533);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan
dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis
Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 364) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Presiden Nomor 5 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 11);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 33);

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur
dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 155);
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34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari
APBD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 1425);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pedoman Penyusunan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan
dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang
Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 1213).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 655);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 tentang
Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum
dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka
Penanggulanan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2020 tentang Prioritas
Penggunaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020;

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2008
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten
Lampung Barat;
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46.

47.

48.

49,

50.

51

52

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2011
tentang Pajak Daerah Kabupaten Lampung Barat (Lembaran Daerah
Kabupaten Lampung Barat Tahun 2011 Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tanun 2012
tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten
Lampung Barat Tahun 2012 Nomor 3) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun
2016;

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2012
tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten
Lampung Barat Tahun 2012 Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2012
tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten
Lampung Barat Tahun 2012 Nomor 5);

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2018
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah
Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018 Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2019
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2019
Nomor 6);

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 2 Tahun 2020
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten
Lampung Barat Tahun 2020 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Menetapkan :

dan
BUPATI LAMPUNG BARAT

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 Semula berjumlah

1.147.457.240.969,03

berkurang Rp. 103.119.978.142,52 sehingga menjadi

Rp. 1.044.337.262.826,51 dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan
1. Semula

2. Bertambah / (berkurang)
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan
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Rp 1.121.507.601.470,03
Rp (108.422.335.551,24)

Rp 1.013.085.265.918,79



b.

(1)

(2)

Belanja
1. Semula Rp 1.147.457.240.969,03
2. Bertambah / (berkurang) Rp (103.119.978.142,52)
Jumlah Belanja Setelah Perubahan Rp 1.044.337.262.826,51
Surplus/(Defisit) Setelah Perubahan Rp (31.251.996.907,72)
Pembiayaan
1. Penerimaan
a) Semula Rp 26.949.639.499,00
b) Bertambah / (Berkurang) Rp 8.302.357.408,72
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan Rp 35.251.996.907,72

2. Pengeluaran

4.000.000.000,00

a) Semula Rp 1.000.000.000,00
b) Bertambah / (Berkurang) Rp 3.000.000.000,00
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan Rp
Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan Rp
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan Rp
Pasal 2

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1. Semula Rp 65.728.304.508,13
2. Bertambah / (Berkurang) Rp 42.999.171,61
Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan Rp
b. Dana perimbangan
1. Semula Rp 811.938.611.059,90
2. Bertambah / (Berkurang) Rp (101.819.184.943,90)
Jumlah Dana Perimbangan Setelah Perubahan Rp

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

31.251.996.907,72

0,00

65.771.303.679,74

710.119.426.116,00

237.194.536.123,05

10.984.037.486,00

4.754.838.247,00

4.757.968.413,47

1. Semula Rp 243.840.685.902,00
2. Bertambah / (Berkurang) Rp (6.646.149.778,95)
Jumlah Lain - lain pendapatan daerah yang sah
Setelah Perubahan Rp
Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis
a. Pajak daerah
1. Semula Rp 11.555.032.178,00
2. Bertambah / (Berkurang) Rp (570.994.692,00)
Jumlah pajak daerah setelah Perubahan Rp
b. Retribusi daerah
1. Semula Rp 4.350.705.973,00
2. Bertambah / (Berkurang) Rp 404.132.274.,00
Jumlah retribusi daerah setelah Perubahan Rp
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
1. Semula Rp 4.431.364.507,13
2. Bertambah / (Berkurang) Rp 326.603.906,34
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan setelah perubahan Rp
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d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

1. Semula Rp 45.391.201.850,00
2. Bertambah / (Berkurang) Rp (116.742.316,73)
Jumlah lain - lain pendapatan asli daerah yang sah
setelah Perubahan Rp 45.274.459.533,27

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis
a. Dana bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak

1. Semula Rp 19.683.334.000,00
2. Bertambah / (Berkurang) Rp 254.735.241,00
Jumlah bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak
setelah Perubahan Rp 19.938.069.241,00
b. Dana alokasi umum
1. Semula Rp 557.660.829.000,00
2. Bertambah / (Berkurang) Rp (57.047.491.000,00)
Jumlah dana alokasi umum setelah Perubahan Rp 500.613.338.000,00
c. Dana alokasi khusus
1. Semula Rp 234.594.448.059,90
2. Bertambah / (Berkurang) Rp (45.026.429.184,90)
Jumlah dana alokasi khusus setelah Perubahan Rp 189.568.018.875,00

{4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ terdiri
a. Hibah

1. Semula Rp 40.902.044.900,00
2. Bertambah / (Berkurang) Rp 11.524.283.000,00
Jumlah pendapatan hibah setelah Perubahan Rp 52.426.327.900,00
b. Dana darurat
1. Semula Rp -
2. Bertambah / (Berkurang) Rp -
Jumlah pendapatan dana darurat setelah Perubahan Rp -
c. Dana bagi hasil pajak Dari Provinsi
1. Semula Rp 75.506.856.002,00
2. Bertambah / (Berkurang) Rp (16.754.715.778,95)
Jumlah pendapatan bagi hasil pajak setelah Perubahan Rp 58.752.140.223,05
d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus sejumiah
1. Semula Rp 127.431.785.000,00
2. Bertambah / (Berkurang) Rp (1.415.717.000,00)
Jumlah dana penyesuian dan otonomi khusus setelah Rp 126.016.068.000,00
Perubahan
e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah
1. Semula Rp -
2. Bertambah / (Berkurang) Rp -
Jumlah bantuan keuangan dan propinsi atau dari
pemerintah daerah lainnya setelah Perubahan Rp -
Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
a. Belanja tidak langsung

1. Semula Rp 603.957.494.408,68
2. Bertambah / (Berkurang) Rp 14.872.759.432,08
Jumlah belanja tidak langsung setelah Perubahan Rp 618.830.253.840,76
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b. Belanja langsung

1. Semula Rp 543.499.746.560,35
2. Bertambah / (Berkurang) Rp (117.992.737.574.,60)
Jumlah belanja langsung setelah Perubahan Rp 425.507.008.985,75

(2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis
a. Belanja pegawai
1. Semula Rp 389.784.516.085,00
2. Bertambah / (Berkurang) Rp 1.233.796.234,21
Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan Rp 391.018.312.319,21
b. Belanja bunga sejumlah
1. Semula Rp -
2. Bertambah / (Berkurang) Rp -
Jumlah Belanja bunga setelah Perubahan Rp -
c. Belanja subsidi
1. Semula Rp -
2. Bertambah / (Berkurang) Rp -
Jumlah belanja subsidi setelah Perubahan Rp -
d. Belanja hibah
1. Semula Rp 17.035.908.400,00
2. Bertambah / (Berkurang) Rp (1.616.040.500,00)
Jumlah belanja hibah setelah Perubahan Rp 15.419.867.900,00
e. Belanja bantuan sosial
1. Semula Rp 250.000.000,00
2. Bertambah / (Berkurang) Rp -
Jumlah belanja bantuan sosial setelah Perubahan Rp 250.000.000,00
f. Belanja bagi hasil
1. Semula Rp 1.590.573.900,00
2. Bertambah / (Berkurang) Rp (16.686.200,00)
Jumlah belanja bagi hasil setelah Perubahan Rp 1.573.887.700,00
g. Belanja bantuan keuangan
1. Semula Rp 192.928.581.683,00
2. Bertambah / (Berkurang) Rp (9.413.065.000,00)
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah Perubahan Rp 183.515.516.683,00
h. Belanja tidak terduga
1. Semula Rp 2.367.914.340,68
2. Bertambah / (Berkurang) Rp 24.684.754.897,87
Jumlah belanja tidak terduga setelah Perubahan Rp 27.052.669.238,55
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:
a. Belanja pegawai
1. Semula Rp 63.024.388.154,00
2. Bertambah / (Berkurang) Rp 5.141.954.909,30
Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan Rp 68.166.343.063,30
b. Belanja Belanja barang dan jasa
1. Semula Rp 268.954.472.332,20
2. Bertambah / (Berkurang) Rp (57.582.939.872,35)
Jumlah belanja barang dan Jasa setelah Perubahan Rp 211.371.532.459,85
c. Belanja modal
1. Semula Rp 211.520.886.074,15
2. Bertambah / (Berkurang) Rp (65.551.752.611,55)
K.Ium’lah belanja modal setelah Perubahan Rp 145.969.133.462,60
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Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan sejumlah
1. Semula Rp 26.949.639.499,00
2. Bertambah / (Berkurang) Rp 8.302.357.408,72
Jumlah penerimaan setelah Perubahan

b. Pengeluaran sejumlah
1. Semula Rp 1.000.000.000,00
2. Bertambah / (Berkurang) Rp 3.000.000.000,00
Jumlah pengeluaran setelah Perubahan

A

Rp 35.251.996.907,72

Rp 4.000.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah
1. Semula Rp 26.949.639.499,00
2. Bertambah / (Berkurang) Rp 8.302.357.408,72
Jumlah SiLPA T.A sebelumnya setelah Perubahan Rp 35.251.996.907,72
b. Pencairan dana cadangan sejumlah
1. Semula Rp -
2. Bertambah / (Berkurang) Rp -
Jumlah pencairan dana cadangan setelah Perubahan Rp -
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah
1. Semula Rp -
2. Bertambah / (Berkurang) Rp -
Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang
dipisahkan setelah Perubahan Rp -
d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah
1. Semula Rp -
2. Bertambah / (Berkurang) Rp -
Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah Perubahan Rp -
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah
1. Semula Rp -
2. Bertambah / (Berkurang) Rp -
Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman Rp -
setelah Perubahan
f. Penerimaan piutang daerah sejumlah
1. Semula Rp -
2. Bertambah / (Berkurang) Rp -
Jumlah penerimaan piutang daerah setelah Perubahan Rp -
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri
dari jenis pembiayaan:
a. pembentukan dana cadangan sejumlah
1. Semula Rp -
2. Bertambah / (Berkurang) Rp <
Jumlah pembentukan dana cadangan setelah Perubahan Rp -
b Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah
1. Semula Rp 1.000.000.000,00
2. Bertambah / (Berkurang) Rp 3.000.000.000,00
Jumlah penyertaan modal (invetasi) daerah
s setelah Perubahan Rp  4.000.000.000,00
OPD |....



c. Pembayaran pokok utang sejumlah

1. Semula Rp -

2. Bertambah / (Berkurang) Rp -

Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh

tempo setelah Perubahan Rp -
d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah

1. Semula Rp -

2. Bertambah / (Berkurang) Rp -

Jumlah pemberian pinjaman daerah dan obligasi daerah Rp -

setelah Perubahan

Pasal 5

Uraian lebih lanjut perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak
Terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I
2. Lampiran II

3. Lampiran III

4. Lampiran IV

5. Lampiran V

6. Lampiran VI
Lampiran VII

8. Lampiran VIII

9. Lampiran IX

Ringkasan Perubahan APBD;

Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan
Organisasi;

Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Program, dan Kegiatan;

Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan
Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan
Keuangan Negara;

Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
Daftar Penyertaan Modal (investasi) Daerah

Daftar kegiatan - kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum
diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;

Daftar Pinjaman Daerah

Pasal 6

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat
melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya melelalui belanja tidak terduga.

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;

b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum
tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat

diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau

"

d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang
- 2say bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.



Pasal 7

Bupati menetapkan Peraturan tentang penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja
daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 9 Otfober 2020

BUPATI LAMPUNG B

Diundangkan di Liwa
pada tanggal Q Otfgber 2020

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG : ()(, / 10T! / %/ 20120
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PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
RINGKASAN PERUBAHAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

LAMPIRAN I

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
NOMOR URAIAN
URUT SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
¥ 2 3 4 5 6
1 PENDAPATAN DAERAH 1.121.507.601.470,03 1.013.085.265.918,79 (108.422.335.551,24) 9,67)
141 PENDAPATAN ASLI DAERAH 65.728.304.508,1 65.771.303.679,74 42.999.171,61 0,07
.11 Hasil Pajak Daerah 11.555.032.178,00 10.984.037.486,00 (570.994.692,00) (4,94)
; I | Hasil Retribusi Daerah 4.350.705.973,00 4.754.838.247,00 404.132.274,00 9,29
1o1.:3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 4.431.364.507,13 4.757.968.413,47 326.603.906,34 2,37
1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 45.391.201.850,00 45.274.459.533,27 (116.742.316,73) (0,26)
1.2 DANA PERIMBANGAN 811.938.611.059,90 710.119.426.116,00 (101.819.184.943,90) (12,54)
121 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 19.683.334.000,00 19.938.069.241,00 254.735.241,00 1,29
1.2:.2 Dana Alokasi Umum 557.660.829.000,00 500.613.338.000,00 (57.047.491.000,00) (10,23)
1:2.3 Dana Alokasi Khusus 234.594.448.059,90 189.568.018.875,00 (45.026.429.184,90) (19,19)
1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 243.840.685.902,00 237.194.536.123,05 (6.646.149.778,95) (2,73)
1.3.% Pendapatan Hibah 40.902.044.900,00 52.426.327.900,00 11.524.283.000,00 28,18
1.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 75.506.856.002,00 58.752.140.223,05 (16.754.715.778,95) (22,19)
1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 127.431.785.000,00 126.016.068.000,00 (1.415.717.000,00) (1,11)
2 BELANJA DAERAH 1.147.457.240.969,03 1.044.337.262.826,51 (103.119.978.142,52) (8,99)
2.3 BELANJA TIDAK LANGSUNG 603.957.494.408,68 618.830.253.840,76 14.872.759.432,08 2,46
2.1;:1 BELANJA PEGAWAI 389.784.516.085,00 391.018.312.319,21 1.233.796.234,21 0,32
2.1.4 BELANJA HIBAH 17.035.908.400,00 15.419.867.900,00 (1.616.040.500,00) (9,49)
2:1:5 BELANJA BANTUAN SOSIAL 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00
2:1.86 BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA 1.590.573.900,00 1.573.887.700,00 (16.686.200,00) (1,05)
2.1 7 BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA, PEMERINTAHAN DESA 192.928.581.683,00 183.515.516.683,00 (9.413.065.000,00) (4,88)
DAN PARTAI POLITIK

2:%.8 BELANJA TIDAK TERDUGA 2.367.914.340,68 27.052.669.238,55 24.684.754.897,87 1.042,47
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JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
NOMOR URAIAN
URUT SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 4 5 6
D5 2 BELANJA LANGSUNG 543.499.746.560,35 425.507.008.985,75 (117.992.737.574,60) (21,71)
2.2.1 BELANJA PEGAWAI 63.024.388.154,00 68.166.343.063,30 5.141.954.909,30 8,16
2:2:2 BELANJA BARANG DAN JASA 268.954.472.332,20 211.371.532.459,85 (57.582.939.872,35) (21,41)
2::2+3 BELANJA MODAL 211.520.886.074,15 145.969.133.462,60 (65.551.752.611,55) (30,99)
SURPLUS / (DEFISIT) (25.949.639.499,00) (31.251.996.907,72) (5.302.357.408,72) 20,43
3 PEMBIAYAAN DAERAH
34 Penerimaan Pembiayaan Daerah 26.949.639.499,00 35.251.996.907,72 8.302.357.408,72 30,81
kL T ) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 26.949.639.499,00 35.251.996.907,72 8.302.357.408,72 30,81
2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah 1.000.000.000,00 4.000.000.000,00 3.000.000.000,00 300,00
3 w22 Penyertaan Modal /Investasi Pemerintah Daerah 1.000.000.000,00 4.000.000.000,00 3.000.000.000,00 300,00
PEMBIAYAAN NETTO 25.949.639.499,00 31.251.996.907,72 5.302.357.408,72 20,43
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN 0,00 0,00 0,00 380,00
v>x>“ xooxc—z>m_ BUPATI LAMPUNG
NO| JABATAN PARAF
1 | SETDAKAB /L
2 | AssisTEN T }
3| AssisTEN W | IL MABSUS
4 o
5 I
6 | speftord,
7 & Yereng unown
8
°
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PEMERINTAH KABUPATEN SIMULASI

RINGKASAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

LAMPIRAN II

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

TAHUN ANGGARAN 2020
PENDAPATAN BELANJA
KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH SEpELUM SETELAM BERTAMBAN / i ot ot st BERTAMRAN [
PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA (BERKURANG)
Rp Rp Rp % Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp %
1 2 3 4 5=4-3 6 7 8 9=7+8 10 11 12=10+11 13=12-9 14
| Urusan Wajib Pelayanan Dasar 43.311.085.093,00 42.719.891.771,00 (591.193.322,00) | (1,36) 262.775.740.600,00 370.002.131.948, 10 632.777.872.548,10 261.484.254.219,00 297.504.036.697,25 558.988.290.916,25 (73.789.581.631,85) |  (11,66)
1.01 Pendidikan 98.760.000,00 93.660.000,00 (5.100.000,00) |  (5,16) 201.292.913.200,00 86.077.570.000,00 287.370.483.200,00 203.096.837.124,00 83.987.458.750,00 287.084.295.874,00 (286.187.326,00) |  (0,10)
1.01. 1.01.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 98.760.000,00 93.660.000,00 (5.100.000,00) |  (5,16) 201.292.913.200,00 86.077.570.000,00 287.370.483.200,00 203,096.837.124,00 83.987.458.750,00 287.084.295.874,00 (286.187.326,00) |  (0,10)
1.01. 1.01.01.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan em.ae.oee_oo. 93.660.000,00 ‘ , G.. _.&.So.sv ?;w B-pﬁb&b&.g umv,md.mwo.os.oo ~Sa&.»‘mw~‘8‘8 203.096.837.124,00 83.987.458.750,00 Nmu.eﬁmzm.‘ax.sv mmm. 5.%@:3 No._E.v,
1.02 Kesehatan 43.099.285.093,00 42.513.191.771,00 (586.093.322,00) | (1,36) 47.115.003.100,00 125.227.577.750,99 172.342.580.850,99 43.349.901.888,00 130.650.555.972,25 174.000.457.860,25 1.657.877.009,26 0,96
1.02 . 1.02.01 Dinas Kesehatan 15.839.870.893,00 16.309.751.557,00 469.880.664,00 2,97 35.727.152.500,00 76.349.181.556,99 112.076.334.056,99 32.672.775.783,00 79.393.222.772,25 112.065.998.555,25 (10.335.501,74)
1.02 . 1.02.01.01 Dinas Kesehatan pm.wue.mmc.mmu_om u,m_ws.drmﬂ.s | §.‘mma.m$8 .vo.w uw.www..~m~.m&.8 ‘ ‘ N‘m‘.u»‘o.s_.mw@% E.Sa.u‘z.om@u@‘ . W.N.m.um.uuw.um‘w‘.% uw.uou.NNM.wuN,Nm 112.065.998.555,25 cc.wum.m?w&
1.02. 1.02.02 RSUD Alimuddin Umar ‘d.me.t,ﬁopcm ~w.~mw.£o.~_a_8 :‘.&m.‘cd.e‘mpg G.mwv :.um‘u.wm.‘..w&bc ‘ . ﬁ.uwm_%m._f.s S.NS.NAm.Nf.& 10.677.126. E.m‘_c.a‘ m‘_.Nﬂ.u&‘.Ns,S S.&»%..ua,s ~.&m.m-.w_»_o=,
1.02.. 1.02.02.01 RSUD Alimuddin Umar ‘N‘N‘Nwo‘.»I‘NS‘S NmMNVM‘{c.Nua.S Q‘.omm..wd.‘cm@@ Gmd :.umw.wwo.ms.s ‘ . .a‘m..wwm.uom.‘_f.s S.Nmm.w..o_q.oés ‘ _m.m‘d.na.s.mbe‘ E.NS.W&.NS,S ‘ 61.934.459.305,00 rwmm.mz.m:.s 2,77
1.03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 113,040.000,00 113.040.000,00 0,00 0,00 4.864.962.700,00 141.934.371.697,11 146.799.334.397,11 4.864.709.889,00 68.389.128.475,00 73.253.838.364,00 (73.545.496.033,11) |  (50,10)
1.03. 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 113.040.000,00 113.040.000,00 0,00 0,00 4.864.962.700,00 141.228.498.897,11 146.093.461.597, 11 4.864.709.889,00 67.599.989.395,00 72.464.699.284,00 (73.628.762.313,11) | (50,40)
1.03. 1.03.01.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat »5.&9898 :u.io.Sm.S j PS 98. a.w%.me.uol.& ‘ ‘ MS‘.E@%@%N: _Ma‘.S‘u‘.&‘&.m‘S._w . s.m,&.‘ﬂs.&o“& 67.599.989.395,00 i NN.ero‘s.NE.S (73.628.762.313,11) Nm,o L&v
1.03.4.01.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ‘ o.co‘ o 0,00 a.& 0,00 N ,98 || wcm.QNN.wS.S - &m‘.md.m‘&b‘o‘ = ‘ewe‘o‘ ‘ umw._um.mmo_s ‘ ;w__.w@..oaps ‘mu.NvS.NmpS ‘ r.mm |
1.03 . 4.01.01.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 0,00 0,00 0,00 ‘o“%‘ o.& | .ua.m:.so_oc 705.872.800,00 e“o‘c‘ wmw.ao.Acg_S ‘ w‘wm.ae.omo.co ‘mu.waN‘mo.s - 11,80 |
1.04 Rakyat dan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.455.524.000,00 5.455.524.000,00 0,00 5.346.016.000,00 5.346.016.000,00 (109.508.000,00) | (2,01
1.04 . 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.455.524.000,00 5.455.524.000,00 0,00 5.346.016.000,00 5.346.016.000,00 (109.508.000,00) [  (2,01)
1.04 . 1.03.01.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 0,00 0,00 0,00 pS‘ 0,00 ‘ 5.455.524.000,00 5.455.524.000,00 o.S. m.uab_m..cS_S m.u»@.o_a.os‘mc (109.508.000,00) . NNb:.
1.05 Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan 0,00 0,00 0,00 0,00 7.277.705.800,00 5.827.957.450,00 13.105.663.250,00 7.853.962.418,00 5.113.691.350,00 12.967.653.768,00 (138.009.482,00) | (1,05)
Masyarakat ’ - o 2 3 ‘ % 1
1.05 . 1.05.01 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 0,00 0,00 0,00 7.277.705.800,00 5.827.957.450,00 13.105.663.250,00 7.853.962.418,00 5.113.691.350,00 12.967.653.768,00 (138.009.482,00) | (1,05)
1.05 .. 1.05.01,01 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 0,00 o,% 0,00 7.277.705.800,00 | 5.827.957.450,00 13.105.663.250,00 7.853.962.418,00 5. Huw.w@u.umo,s :mﬂa&.&p% (138.009.482,00) ?.@
1.06 Sosial 0,00 0,00 0,00 0,00 2.225.155.800,00 5.479.131.050,00 7.704.286.850,00 2.318.842.900,00 4.017.186.150,00 6.336.029.050,00 (1.368.257.800,00) |  (17,76)
1.06 . 1.06.01 Dinas Sosial 0,00 0,00 0,00 0,00 2.225.155.800,00 5.479.131.050,00 7.704.286.850,00 2.318.842.900,00 4.017.186.150,00 6.336.029.050,00 (1.368.257.800,00) | (17,76)
RINGKASAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN DAERAH DAN O Halaman 1
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PENDAPATAN BELANJA
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH SEBELUM SETELAH BERTAMBAM / BERTAMBANY
PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA (BERKURANG)
Rp Rp Rp % Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp %
1 2 3 4 5=4-3 6 7 8 9=7+8 10 11 12=10 +11 13=12-9 14
1.06 . 1.06.01.01 Dinas Sosial 0,00 0,00 0,00 0,00 2.225.155.800,00 5.479.131.050,00 7.704.286.850,00 2.318.842.900,00 4.017.186.150,00 6.336.029.050,00 (1.368.257.800,00) | (17,76)
2 Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar 1.772.920.730,00 1.568.155.690,00 (204.765.040,00) |  (11,55) 28.316.755.150,00 68.053.046.939,00 96.369.802.089,00 33.107.770.036,00 48.580.107.291,50 81.687.877.327,50 (14.681.924.761,50) [  (15,23)
2.01 Tenaga Kerja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.183.172.600,00 1.183.172.600,00 0,00 955.048.300,00 955.048.300,00 (228.124.300,00) | (19,28)
2.01.2.12.01 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.183.172.600,00 1.183.172.600,00 0,00 955.048.300,00 955.048.300,00 (228.124.300,00) | (19,28)
Sanu Phibis iy Taraga Kerjs | SR o i g e s K i 5 : e X S St S b, ot o s T i D s et Ry 4 nes ]
2.01. 2.12.01.01 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.183.172.600,00 1.183.172.600,00 0,00 955.048.300,00 955.048.300,00 (228.124.300,00) | (19,28)
Pintu dan Tenaga Kerja
2.02 y dan Anak 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.616.109.642,00 1.616.109.642,00 0,00 990.291.109,00 990.291.109,00 (625.818.533,00) | (38,72)
2.02. 2.08.01 Dinas g9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.616.109.642,00 1.616.109.642,00 0,00 990.291.109,00 990.291.109,00 (625.818.533,00) |  (38,72)
g 5 i 5 : Pkt i & . =y b ¥ : 8 o i o o = ]
Perlindungan Anak
2.02. 2.08.01.01 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.616.109.642,00 1.616.109.642,00 0,00 990.291.109,00 990.291.109,00 (625.818.533,00) | (38,72)
dan Perli Anak
2.03 Pangan 0,00 0,00 0,00 0,00 2.178.751.150,00 1.713.098.400,00 3.891.849.550,00 2.215.182.862,00 1.442.575.926,50 3.657.758.788,50 (234.090.761,50) | (6,01)
2.03.2.03.01 Dinas Ketahanan Pangan 0,00 0,00 0,00 0,00 2.178.751.150,00 1.713.098.400,00 3.891.849.550,00 2.215.182.862,00 1.442.575.926,50 3.657.758.788,50 (234.090.761,50) | (6,01)
2.03. 2.03.01.01 Dinas Ketahanan Pangan 0,00 0,00 0,00 0,00 2.178.751.150,00 1.713.098.400,00 3.891.849.550,00 2.215.182.862,00 1.442.575.926,50 3.657.758.788,50 (234.090.761,50) | (6,01)
2.04 Pertanahan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.724.818.000,00 2.724.818.000,00 0,00 809.650.000,00 809.650.000,00 (1.915.168.000,00) [ (70,29)
2.04.1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.724.818.000,00 2.724.818.000,00 0,00 809.650.000,00 809,650.000,00 (1.915.168.000,00) |  (70,29)
2.04 . 1.03.01.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.724.818.000,00 2.724.818.000,00 0,00 809.650.000,00 809.650.000,00 (1.915.168.000,00) | (70,29)
2.05 Lingkungan Hidup 92.090.000,00 93.675.000,00 1.585.000,00 1,72 2.659.735.100,00 10.964.799.966,00 13.624.535.066,00 2.662.237.909,00 9.420.147.117,00 12.082.385.026,00 (1.542.150.040,00) |  (11,32)
2.05 . 2.05.01 Dinas Lingkungan Hidup 92.090.000,00 93.675.000,00 1.585.000,00 1,72 2.659.735.100,00 10.964.799.966,00 13.624.535.066,00 2.662.237.909,00 9.420.147.117,00 12.082.385.026,00 (1.542.150.040,00) |  (11,32)
2.05 . 2.05.01.01 Dinas Lingkungan Hidup 92.090.000,00 93.675.000,00 1.585.000,00 1,72 2.659.735.100,00 10.964.799.966,00 13.624.535.066,00 2.662.237.909,00 9.420.147.117,00 12.082.385.026,00 (1.542.150.040,00) | (11,32)
2.06 dan Sipil 0,00 0,00 0,00 0,00 2.765.837.800,00 3.519.540.280,00 6.285.378.080,00 3.512.191.489,00 3.051.971.060,00 6.564.162.549,00 278.784.469,00 4,44
2.06 . 2.06.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 0,00 0,00 0,00 0,00 2.765.837.800,00 3.519.540.280,00 6.285.378.080,00 3.512.191.489,00 3.051.971.060,00 6.564.162.549,00 278.784.469,00 4,44
2.06 . 2.06.01.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 0,00 0,00 0,00 0,00 2.765.837.800,00 3.519.540.280,00 6.285.378.080,00 3,512.191.489,00 3.051.971.060,00 6.564.162.549,00 278.784.469,00 4,44
2.07 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 0,00 0,00 0,00 0,00 2.413.420.400,00 3.959.834.700,00 6.373.255.100,00 2.630.989.816,00 2.512.081.500,00 5.143.071.316,00 (1.230.183.784,00) | (19,30)
2.07.2.07.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon 0,00 0,00 0,00 0,00 2.413.420.400,00 3.959.834.700,00 6.373.255.100,00 2.630.989.816,00 2.512.081.500,00 5.143.071.316,00 (1.230.183.784,00) | (19,30)
2.07 . 2.07.01.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon 0,00 0,00 0,00 0,00 2.413.420.400,00 3.959.834.700,00 6.373.255.100,00 2.630.989.816,00 2.512.081.500,00 5.143.071.316,00 (1.230.183.784,00) | (19,30
2.08 dan g 0,00 0,00 0,00 0,00 2.763.439.200,00 6.723.377.300,00 9.486.816.500,00 3.445.699.632,00 5.786.609.600,00 9.232.309.232,00 (254.507.268,00) | (2,68)
2.08.. 2.08.01 Dinas i 0,00 0,00 0,00 0,00 2.763.439.200,00 6.723.377.300,00 9.486.816.500,00 3.445.699.632,00 5.786.609.600,00 9.232.309.232,00 (254.507.268,00) | (2,68)
Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan i 5 i N i St s e K
Perlindungan Anak
2.08. 2.08.01.01 Dinas P Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00 2.763.439.200,00 6.723.377.300,00 9.486.816.500,00 3.445.699.632,00 5.786.609.600,00 9.232.309.232,00 (254.507.268,00) | (2,68)
dan i Anak
2.09 Perhubungan 301.560.000,00 165.471.000,00 (136.089.000,00) |  (45,13) 2.269.348.300,00 4.734.664.490,00 7.004.012.790,00 4.177.545.504,00 1.615.644.246,00 5.793.189.750,00 (1.210.823.040,00) | (17,29)
2.09. 2.09.01 Dinas Perhubungan 301.560.000,00 165.471.000,00 (136.089.000,00) [ (45,13) 2.269.348.300,00 4.734.664.490,00 7.004.012.790,00 4.177.545.504,00 1.615.644.246,00 5.793.189.750,00 (1.210.823.040,00) | (17,29)
2.09 .. 2.09.01.01 Dinas Perhubungan 301.560.000,00 165.471.000,00 (136.089.000,00) |  (45,13) 2.269.348.300,00 4.734.664.490,00 7.004.012.790,00 4.177.545.504,00 1.615.644.246,00 5.793.189.750,00 (1.210.823.040,00) | (17,29)
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PENDAPATAN BELANJA
KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH SERSL U SETELAM BERTAMBAH / SEBELUM PERDDAHAN SETELAHFERUBAHAN BERTAMBAH /
PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA (BERKURANG)
Rp Rp Rp %o Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp %
1 2 3 4 5=4-3 6 7 8 9=7+8 10 11 12=10+11 13=12-9 14
2.10 Komunikasi Dan Informatika 256.188.430,00 282.541.490,00 26.353.060,00 10,29 2.176.509.900,00 21.044.524.905,00 23.221.034.805,00 2.822.497.377,00 17.033.074.608,00 19.855.571.985,00 (3.365.462.820,00) (14,49)
2.10. 2.10.01 Dinas Komunikasi dan Informatika 256.188.430,00 282.541.490,00 26.353.060,00 | 10,29 2.176.509.900,00 7.053.723.875,00 9.230.233.775,00 2.822.497.377,00 6.267.529.408,00 9.090.026.785,00 (140.206.990,00) |  (1,52)
2.10.2.10.01.01 Dinas Komunikasi dan Informatika 256.188.430,00 282.541.490,00 2635300000 | 1029 2.176.509.900,00 7.053.723.875,00 9.230233.775,00  2.622.497377,00 s2652940800 | swmomersse | (140.206.990,00) sy
2.10.5.03.02 Sekretariat Daerah 0,00 0,00 0| o0 0,00 13.990.801,030,00 ' 13.990801.030,00 0,00 10.765,545.200,00 " 107655620000 | 22525583000 | (23,05)
2.10.5.03.02.01 Sekretariat Daerah 0,00 0,00 000 | om0 0,00 13.990.801.030,00 | 13.990.801.030,00 0,00 10.765.545.20000 | ' 10765.545.200,00  (3.225.255.830,00) @05
211 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 891.283.800,00 888.283.800,00 (3.000.000,00) |  (0,34) 3.012.587.000,00 1.392.406.000,00 4.404,993.000,00 3.104.261.632,00 901.372.469,00 4.005.634.101,00 (399.358.899,00) | (9,07
211.2.11.01 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, 891.283.800,00 888.283.800,00 (3.000.000,00) [ (0,34) 3.012.587.000,00 1.392.406.000,00 4.404.993.000,00 3.104.261.632,00 901.372.469,00 4.005.634.101,00 (399.358.899,00) | (9,07)
2.11.2.11.01.01 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian 891.283.800,00 888.283.800,00 (3.000.000,00) | (0,39) 3.012.587.000,00 1.392.406.000,00 4.404.993.000,00 3.104.261.632,00 901.372.469,00 4.005.634.101,00 (399.358.899,00) |  (9,07)
dan Perdagangan
212 Penanaman Modal 78.700.000,00 79.000.000,00 300.000,00 0,38 2.438.413.700,00 2.012.112.606,00 4.450.526.306,00 2.521.183.793,00 447.559.106,00 2.968.742.899,00 (1.481.783.407,00) | (33,29)
2.12.212.01 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu 78.700.000,00 79.000.000,00 30000000 | 0,38 2.438.413.700,00 2.012.112.606,00 4.450.526.306,00 2.521.183.793,00 447.559.106,00 2.968.742.899,00 (1.481.783.407,00) | (33,29)
Sater Pk don Fnag Wt : s | SURNRINN e o ¢ o | NN ‘ . E AL i 10
2.12. 2.12.00.01 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu 78.700.000,00 79.000.000,00 300.000,00 0,38 2.438.413.700,00 2.012.112.606,00 4.450.526.306,00 2.521.183.793,00 447.559.106,00 2.968.742.899,00 (1.481.783.407,00) | (33,29)
Pintu dan Tenaga Kerja
213 Kepemudaan dan Olahraga 153.098.500,00 59.184.400,00 (93.914.100,00) (61,34) 3.741.183.300,00 2.776.587.800,00 6.517.771.100,00 4.014.952.274,00 1.468.248.900,00 5.483.201.174,00 (1.034.569.926,00) (15,87)
2.13.2.13.01 Dinas dan 153.098.500,00 59.184.400,00 (93.914.100,00) (61,34) 3.741.183.300,00 2.776.587.800,00 6.517.771.100,00 4.014.952.274,00 1.468.248.900,00 5.483.201.174,00 (1.034.569.926,00) (15,87)
2.13.2.13.0.01 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata 153.098.500,00 59.184.400,00 (93.914.100,00) | 61,34) 3.741.183.300,00 12,776.587.800,00 6.517.771.100,00 4.014.952.274,00 1.468.248.900,00 sagsaotwato | (1034.569.926,00) | (15,87)
215 Persandian 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 152.539.000,00 152.539.000,00 0,00 105.914.000,00 105.914,000,00 (46.625.000,00) | (30,57)
2.15.2.10.01 Dinas Komunikasi dan Informatika 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 152.539.000,00 152.539.000,00 0,00 105.914.000,00 105.914.000,00 (46.625.000,00) | (30,57)
2.15. 2.10.01.01 Dinas Komunikasi dan Informatika 0,00 000 o | o 0,00 152.539.000,00  152.539.000,00 000 | 105.914.000,00 e ' (46.625.000,00) G0s7)|
2.16 Kebudayaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.456.366.900,00 1.456.366.900,00 0,00 1.029.560.500,00 1.029.560.500,00 (426.806.400,00) (29,31)
2.16. 1.01.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.456.366.900,00 1.456.366.900,00 0,00 1.029.560.500,00 1,029.560.500,00 (426.806.400,00) | (29,31)
2.16. 1.01.01.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0,00 000 o | o0 0,00 1.456.366.900,00 | ' 1.456.366.900,00 0,00 1,029.560.500,00 102956050000 " (426.806.400,00) @]
217 Perpustakaan 0,00 0,00 0,00 0,00 1.897.529.300,00 1.914.714.850,00 3.812.244.150,00 2.001.027.748,00 980.058.850,00 2.981.086.598,00 (831.157.552,00) | (21,80
217.2.17.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 0,00 0,00 0,00 0,00 1.897.529.300,00 1.914.714.850,00 3.812.244.150,00 2.001.027.748,00 980.058.850,00 2.981.086.598,00 (831.157.552,00) | (21,80)
2.17.2.17.01.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 0,00 0,00 000 | o0 1.897.529.300,00 1.914.714.850,00 3.812.244.150,00 2.001.027.748,00 980.058.850,00 2.981.086.598,00 @1157.552,00) | (21,80)
218 Kearsipan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 164.379.500,00 164.379.500,00 0,00 30.300.000,00 30.300.000,00 (134.079.500,00) | (81,57)
2.18.2.17.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 164.379.500,00 164.379.500,00 0,00 30.300.000,00 30.300.000,00 (134.079.500,00) | (81,57)
2.18.2.17.01.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 0,00 000 0,00 0,00 0,00 164.379.500,00 164.379.500,00 0,00 30.300.000,00 30,300.000,00 (134.079.500,00) | (81,57)
3 Urusan Pilihan 82.482.000,00 82.482.000,00 0,00 0,00 12.254.065.100,00 28,554.553.496,00 40.808.618.596,00 11.575.364.211,00 20.299.209.395,00 31.874.573.606,00 (8.934.044.990,00) | (21,89
3.01 Kelautan dan Perikanan 76.227.000,00 76.227.000,00 0,00 0,00 2.516.573.100,00 4.376.724.431,00 6.893.297.531,00 2.474.852.201,00 3.230.349.503,00 5.705.201.704,00 (1.188.095.827,00) | (17,24)
3.01.3.01.01 Dinas Perikanan 76.227.000,00 76.227.000,00 0,00 0,00 2.516.573.100,00 4.376.724.431,00 6.893.297.531,00 2.474.852.201,00 3.230.349.503,00 5.705.201.704,00 (1.188.095.827,00) | (17,24)
3.01. 3.01.01.01 Dinas Perikanan 76.227.000,00 76.227.000,00 0,00 0,00 2.516.573.100,00 4,376.724.431,00 m.@mu.mww‘wun.s 2.474.852.201,00 3.230.349.503,00 m.uom.Ns..woés (1.188.095.827,00) (17,29)
3.02 Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.871.583.679,00 4.871.583.679,00 0,00 3.627.541.019,00 3.627.541.019,00 (1.244.042.660,00) | (25,54)
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RINGKASAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN

DAERAH DAN C

PENDAPATAN BELANJA
KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH SEBELUM SETELAH BERTAMBAH / SEOCLUM PERUBANAN SETELAMPERUBANAN BERTAMBAH /
PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG LANGSUNG IJUMLAH BELANJA (BERKURANG)
Rp Rp Rp % Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp %

1 2 3 4 5=4-3 6 2 8 9=7+8 10 11 12=10+11 13=12-9 14
3.02.2.13.01 Dinas Olahraga dan 0,00 .=.‘8 ‘ oS - 9& i ‘9.8 ] a.md_m‘mu.‘m‘w.? , .A.Wq_.wnu_ma.& ‘ ‘98‘ ,u.su.f-,.os,& | u‘.omw!»..sw.o..v : e.?..i.r&p@ ‘ ﬁmu‘a‘v.
3.02.2.13.01.01 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata oMS 0,00 . 9&. 0,00 o_S o‘.ud_u‘m‘u.‘mw.& ‘ : ...&,_.umu..m.?s‘ a.S‘ ‘u.m?w&.a?& e w‘.mn‘u.rr,o.?&. % :.Mﬁ..?wmmo.sv : sm.w‘a‘v‘
3.03 Pertanian 6.255.000,00 6.255.000,00 0,00 0,00 9.737.492.000,00 12.051.802.706,00 21.789.294.706,00 9.100.512.010,00 7.093.632.794,00 16.194.144.804,00 (5.595.149.902,00) | (25,68)
3.03. 3.03.01 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura 0,00 0,00 0,00 0,00 6.267.224.000,00 7.275.509.000,00 13.542.733.000,00 5.735.652.580,00 3.449.668.500,00 9.185.321.080,00 (4.357.411.920,00) | (32,18)
3.03. 3.03.01.01 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura 0,00 m.S 9‘8‘ 0,00 m.§.-w8=.8 u.Nwm“mS.,So.?. . _u.mLN.wuu.io.&. m.wuw.w“N.ms‘S, 3.449.668.500,00 ‘ [’ .w._.a.uu.o&b ‘ , :.&IEMBFSV . GN..E.V.
3.03. 3.03.02 Dinas Perkebunan dan Peternakan 6.255.000,00 , 33808 . P.& 1 .o..S u.tm.N.&.&pS o.dm_w&,‘uﬁs‘ ‘ . m....wa.ma.z.o.m..&. - .u.,u.i...a%.tps ‘u‘i,u.e.&.mf‘s, | w.osma‘d.‘uw& :.Nﬁ.wﬁgrgv :m.?.v.
3.03. 3.03.02.01 Dinas Perkebunan dan Peternakan w.,Num.&o.S w.Nwm.oS.S 9&, [ - o.S, u.to.mmm.ooc.& | a.w.um“mu,u..ws,g | m.‘Na‘.m‘w_,.NS.& :u.uw..au‘w.a,s.‘& u.ma.@i.weg i I ,N,‘Sa.ad.wgsv . G.Nusw‘ﬁ.wﬁg‘ .am‘S.v
3.04 Kehutanan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.763.713.480,00 1.763.713.480,00 0,00 1.473.709.850,00 1.473.709.850,00 (290.003.630,00) |  (16,44)
3.04. 4.04.01 Badan Penelitian dan Pengembangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.763.713.480,00 1.763.713.480, 0,00 1.473.709,850,00 1.473.709.850,00 (290.003.630,00) | (16,44)
3.04. 4.04.01.01 Badan Penelitian dan Pengembangan 0,00 c.& | ..yS. | 0,00 0,00 C&.wm.‘am.? 1 N :&E&..S o.& .rﬂ.u..u&..mmpg A ) _tﬁsaos | A~.8..&u.$9,8v am,;,.«,v.
3.05 Perdagangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.872.509.000,00 2.872.509.000,00 0,00 3.317.152.029,00 3.317.152.029,00 444.643.029,00 | 1548
3.05. 2.11.01 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.872.509.000,00 2.872.509.000,00 0,00 3.317.152.029,00 3.317.152.029,00 444.643.029,00 | 15,48

Partndiistrian dan Pasdsgangan ‘ 5 et | : ; J 8 i S g o

3.05. 2.11.01.01 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.872.509.000,00 2.872.509.000,00 0,00 3.317.152.029,00 3.317.152.029,00 444.643.029,00 | 15,48

dan Perdagangan
3.06 Industri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.618.220.200,00 2.618.220.200,00 0,00 1.556.824.200,00 1.556.824.200,00 (1.061.396.000,00) | (40,54)
3.06. 2.11.01 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.618.220.200,00 2.618.220.200,00 0,00 1.556.824.200,00 1.556.824.200,00 (1.061.396.000,00) | (40,54)
3.06. 2.11.01.01 Dinas xSoam._..! Usaha Kecil Menengah, Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.618.220.200,00 2.618.220.200,00 0,00 1.556.824.200,00 1.556.824.200,00 (1.061.396.000,00) | (40,54)
dan Perdagangan

4 Unsur Penunjang 1.076.315.373.647,03 968.692.996.457,79 (107.622.377.189,24) |  (10,00) 237.091.010.309,68 22.862.535.368,00 259.953.545.677,68 252.641.237.643,76 16.909.363.346,00 269.550.600.989,76 9.597.055.312,08 3,69
4.01 Perencanaan 0,00 0,00 0,00 0,00 2.664.828.650,00 5.437.372.900,00 8.102.201.550,00 2.627.490.123,00 3.538.215.900,00 6.165.706.023,00 (1.936.495.527,00) | (23,90
4.01.4.01.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 2.664.828.650,00 4.214.251.800,00 6.879.080.450,00 2.627.490.123,00 2.940.059.600,00 5.567.549.723,00 (1.311.530.727,00) | (19,07)
4.01. 4.01.01.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 0,00 m,s , m.,n.a, vc.& ~.m&.mz.mup8 . ...N:_Nﬂ.%c.& mv.mx,.mg_tmm,.&. ~.mﬁ.$o.:.u.&. N,fm..ow..m%.& | : m.mﬂ.w@.zu.&. ...... :‘.&_.mue,:ﬂ.cs c‘ob&
4.01. 5.03.02 Sekretariat Daerah 0,00 0,00 9& 0,00 0,00 _.Nm_:rw&‘.s . _.‘Nm.n‘:._‘&.& o.S. ‘ 598.156.300,00 . .mom.a....u?.s e .AWN....wI.mS.SV .Gi.s.
4.01. 5.03.02.01 Sekretariat Daerah 0,00 B o..S . _,U,.& PS‘ 0,00 : 1.223.121.100,00 ;_.E.“‘E._S.& 0,00 mow.ﬁﬁ&.s ‘ m&.aw.u&..s. ax.o.ms.ws.sv n:..»s
4.02 Keuangan 1.076.315.373.647,03 968.692.996.457,79 (107.622.377.189,24) |  (10,00) 227.769.238.459,68 8.819.915.300,00 236.589.153.759,68 243.927.277.580,76 7.784.856.800,00 251.712.1%4.380,76 15.122.980.621,08 6,39
4.02. 4.02.01 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah 20.536.076.685,13 21.379.034.218,74 842.957.533,61 4,10 13.596.260.136,00 8.819.915.300,00 22.416.175.436,00 16.115.336.059,21 7.784.856.800,00 23.900.192.859,21 1.484.017.423,21 6,62
4.02. 4.02.01.01 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah 3.&.\..3‘9895 N_.NB.Swuwz | EN_...ﬂ.mﬂ.f . 4,10 13.596.260.136,00 ‘ m.m_e.ca.us.‘s‘ NN.Sm.:mea..& _m.:m..uum.ao.u w.u?mmw.ms.i ‘ Nums.E.,mmoMﬂ ».&A.S.V.Eb 6,62
4.02 . 4.02.02 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah 1.055.779.296.961,90 fq.u_w.waN.N&_cm :8.3«.‘3\..5.@ (10,27) 214.172.978.323,68 H.V.S . NI.E.Sm.uE.m.u. 227.811.941.521,55 0,00 ! -ﬂm__.£rw~rwm ‘ ‘E.&wo‘apﬁ.e 6,37
4.02 . 4.02.02.01 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah 1.055.779.296.961,90 947.313.962.239,05 ! :8.3%5;95&3 B :c.z.v 214.172.978.323,68 0,00 M_a._-.m§.u.~w.$ qu.u:krsﬁu 0,00 Nﬁ.m:.f_.‘ﬂ_.,mm | ‘ 13.638.963.197,87 637
4.03 Serta dan 0,00 0,00 0,00 0,00 2.456.547.600,00 4.341.279.468,00 6.797.827.068,00 1.982.384.009,00 2.770.556.146,00 4.752.940.155,00 (2.044.886.913,00) |  (30,08)
4.03.4.03.01 Badan ian dan SDOM 0,00 0,00 0,00 0,00 2.456.547.600,00 4.341.279.468,00 6.797.827.068,00 1.982.384.009,00 2.770.556.146,00 4.752.940.155,00 (2.044.886.913,00) |  (30,08)
4,03, 4.03.01.01 Badan Kepegawaian dan Pengembangan SOM 0,00 0,00 0,00 ‘o.ao 2.456.547.600,00 akn.NE.‘&pS 6.797.827.068,00 Ss.ur.os_& ~.do.mmm.:@? . A.E.fo.am.g. ! (2.044.886.913,00) | (30,08)
4.04 Penelitian dan Pengembangan 0,00 0,00 0,00 0,00 2.053.818.400,00 1.203.440.000,00 3.257.258.400,00 2.065.649.422,00 641.700.000,00 2.707.349.422,00 (549.908.978,00) | (16,88)
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PENDAPATAN BELANJA
KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH SEBELUM SETELAH BERTAMBAH / SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH [
PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA (BERKURANG)
Rp Rp Rp % Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp %
1 2 3 4 5=4-3 6 7 8 9=7+8 10 11 12=10 +11 13=12-9 14

4.04. 4.04.01 Badan Penelitian dan Pengembangan o.S, m.S | @8 I .o..oo “““ w.e&.m»m.sa‘& 1 2.8_3.3.8@&‘ i :u:um§8 3 .N.Km.‘&o‘.b‘ps. g %:8898 ““““ N‘nﬂ_wav‘s‘ - .G‘a‘o‘.mowa.,nwu‘& ‘ cm.we
4.04. 4.04.01.01 Badan Penelitian dan Pengembangan = ‘cvc‘e‘ m.& TR m.oo‘ o.S. ‘ N.Su.m_m.aom,mm e _.Su“ﬁm..a&,‘& u.‘NS.N.mm.a.%‘.& ! .~..c.mm.$c‘m.~‘~_&v ‘ mwr.v&.so_g [ w.é&ﬁp#&g .ﬁ‘&.o‘&.m&,&v ! (16,88)
4.05 Penanggulangan Bencana Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 2.146.577.200,00 3.060.527.700,00 5.207.104.900,00 2.038.436.509,00 2.174.034.500,00 4.212.471.009,00 (994.633.891,00) | (19,10)
4.05. 4.05.01 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 2.146.577.200,00 3.060.527.700,00 5.207.104.900, 2.038.436.509,00 2.174.034.500,00 4.212.471.009,00 (994.633.891,00) | (19,10)
4.05. 4.05.01.01 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 98‘ .o.S ‘ =..8‘ ‘o.S‘ ~.H$.m¢.~8,8 . w.os.mﬁ.‘woo,& , ‘ m.ms‘.»‘iwo‘s.‘& N ~8mﬁmw88 . .NMSM..&\_.MS% ‘ A.N‘n“zr&p%. ‘ G&.&w.w&.& (19,10)
5 Unsur Pendukung 25.740.000,00 21.740.000,00 (4.000.000,00) |  (15,54) 63.519.923.249,00 54.027.478.809,25 117.547.402.058,25 60.021.627.731,00 42.214.292.256,00 102.235.919.987,00 (15.311.482.071,25) | (13,03)
5.01 Kantor Kesbang dan Politik 0,00 0,00 0,00 0,00 822.443.299,00 963.668.000,00 1.786.111.299,00 706.422.666,00 635.401.500,00 1.341.824.166,00 (444.287.133,00) | (24,87)
5.01.5.01.01 Kantor Kesbang dan Politik 0,00 0,00 0,00 0,00 822.443.299,00 963.668.000,00 1.786.111.299,00 706.422.666,00 635.401.500,00 1.341.824.166,00 (444.287.133,00) | (24,87)
5.01. 5010101 xaisekatmgampn . | 000 000 000 | 00 s2.443299.00 963.668.000,00 1.786.111.299,00 706.422.666,00 63540150000 13082416600 AR
5.02 Sekretariat DPRD 0,00 0,00 0,00 0,00 15.115.329.300,00 24.783.012.670,00 39.898.341.970,00 15.374.488.439,00 20.619.253.310,00 35.993.741.749,00 (3.904.600.221,00) | (9,79)
5.02. 5.02.01 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 12.322.665.300,00 0,00 12.322.665.300,00 12.322.665.300,00 0,00 12.322.665.300,00 0,00 0,00
5.02.5.02.0101 Dewan Perwakilan Rekyat Daerah 000 000 0o | 000 ' 12.322.665.300,00 000 wamessom | wazeesioe | 000 | 13m0 oo | o
5.02. 5.02.02 Sekretariat DPRD .a.S c..n.s. ‘ _ix.. . ‘98‘ N.EN.mi.Sm,S z.umu_o:.ﬂm.s, ‘ Nswu‘m‘.&‘m.m‘we.& u.&ru:.:.ps N,c_m.s.uw.us_oo i . ‘N‘w‘.mdwso.‘ts& : Q.wg.a.o‘pmdbe‘ ca‘ps‘
5.02 . 5.02.02.01 Sekretariat DPRD ‘pe‘c‘ 0,00 : 0,00 ,o.o.o ‘ ME..\VT.S@S ‘ ‘Na.;u.czhﬂ.‘y‘oo‘ : Nw.md.wwmwwwso‘a ubw“..md‘:‘poo 20.619.253.310,00 Nw,m.d_sm.‘ro.&‘ | N Q.waw.a‘i“m.rsv‘ : ASS.V‘
5.03 Sekretariat Daerah 25.740,000,00 21.740.000,00 (4.000.000,00) | (15,54) 38.366.038.300,00 17.360.079.500,00 55.726.117.800,00 33.991.395.222,00 11.079.232.600,00 45.070.627.822,00 (10.655.489.978,00) |  (19,12)
5.03. 5.03.01 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 560.351.000,00 0,00 560.351.000,00 561.546.800,00 0,00 561.546.800,00 1.195.800,00 0,21
5.03. 5.03.01.01 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah .o..S‘ @S ] %x.. “““ o, 8 ‘ w&.wﬂ.?s& a.,S . mmo.wm_.ms.& m,ﬂ..w&.&@& ..... i 0,00 mﬂ.zm.m&.&‘ ._..Gm‘moo.s 3_
5.03 . 5.03.02 Sekretariat Daerah Nm.z‘o‘.so‘bo‘ N_.wam_.So.S G.oS.&o.&v (15,54) ) ‘u‘u.‘Su.&w.quo | :.uS.ouo.mS.& mm.am.u&.‘w‘s.a‘e‘ ww.yww.?m.aMN‘&. n‘_ma,w,PNuN.&p% ‘ a&..m%.su.ow.% | As_mm‘m‘.m‘mmdpsv‘ ‘ ce_ud‘
5.03 . 5.03.02.01 Sekretariat Daerah Nmi‘s‘oocbo‘ ?x?%.% | . G.Sp‘c&.@‘ B :mms &.SM.&N.US.S ‘ _w.ug_aww_u@.mm um.;m.umm.%@‘&‘ WW.aww.fm.amN_S. »—.o,wu.dwm&_& ! i.mSErSN.E | . Aua.mmm.wum,w.um_sv co.bs
5.04 Inspektorat 0,00 0,00 0,00 0,00 4.218.329.350,00 2.558.940.700,00 6.777.270.050,00 5.159.072.113,00 2.109.754.300,00 7.268.826.413,00 491.556.363,00 7,25
5.04 . 5.04.01 Inspektorat Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 4.218.329.350,00 2.558.940.700,00 6.777.270.050,00 5.159,072.113,00 2.109.754.300,00 7.268.826.413,00 491.556.363,00 7,25
5.04 . 5.04.01.01 Inspektorat Daerah 0,00 @8 ‘ 98. c.& 4.218.329.350,00 | M.mmm.fo.uoo~8 m.dm.ﬁo.o‘mm.‘& ‘ m._mm.cﬂ.bu‘.&‘ m_us.ww».ws,s , w.Nam_Em.Su_S ‘ .‘,E..wm‘m.u‘&“s m.Nm
5.05 Kecamatan 0,00 0,00 0,00 0,00 4.997.783.000,00 8.361.777.939,25 13.359.560.939,25 4.790.249.291,00 7.770.650.546,00 12.560.899.837,00 (798.661.102,25) | (5,98)
5.05. 5.05.01 Kecamatan Sumber Jaya 0,00 0,00 0,00 0,00 269.367.000,00 1.151.438.100,00 1.420.805.100,00 329.607.156,00 1.114.803.400,00 1.444.410.556,00 23.605.456,00 1,66
5.05 . 5.05.01.01 Kecamatan Sumber Jaya ‘e,S P& ‘ o\&‘ 0,00 269.367.000,00 ‘ raram.wS.S‘ rﬁpw&;.ﬁ& uwc.su.nmm.s ‘_.:A.m&.aS‘S : _.ﬁa.:c.mup‘s‘ m.Sm.me_S 1,66 |
5.05 . 5.05.02 Kecamatan Way Tenong 0,00 0,00 i ‘ 98‘ . .o.S. 392.385.000,00 _.;u.od._s_&‘ Gu.au@:o.o‘o‘ uwmﬁ&o.g.s‘ ‘_.:wiu.oﬁ‘.s | 1.531.673.646,00 ‘ ‘As‘.u‘gxﬁ‘sv 95.
5.05 . 5.05.02.01 Kecamatan Way Tenong 0,00 m.S ‘ 0,00 0,00 392.385.000,00 : 5‘8“3‘@;3_8 rﬂf&.ip& u,um.ao.oop%‘ 1.145.043.646,00 ‘ _.w;m.ﬂps : su‘.i.‘»‘ﬁsv (2.78)
5.05. 5.05.03 Kecamatan Sekincau 0,00 0,00 obo o.& tm.fm.aoo,oo‘ 1.198.930.280,00 | ».2N$m.~8.& a‘;Sm.oS‘S _.-mw.ucm.wmo.S 1.576.033.750,00 Nuﬁ_g__mme.sv (4,36)
5.05. 5.05.03.01 Kecamatan Sekincau 0,00 m.S ‘ 9& ‘o.S 448.945.000,00 1.198.930.280,00 . riw.ﬁ‘m.Ns“& r:.%p%pg _._mw.wcm.umo.s 1.576.033.750,00 Qriu.&@sv (4,36)
5.05 . 5.05.04 Kecamatan Belalau 0,00 0,00 i 0,00 ; 0,00 366.933.000,00 j mm“aroS.S SN.uf.c&_‘o‘o a1, 184.625,00 199.211.000,00 600.395.625,00 A‘—‘.Smum‘sv ©0,33)
5.05 . 5.05.04.01 Kecamatan Belalau 0,00 0,00 0,00 98‘ 366.933.000,00 UM&S.S@? SN.wf.o.&S &-._E.Smbc 199.211.000,00 ‘ 600.395.625,00 | (1.998.375,00) | (0,33)
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RINGKASAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

lus @W;ﬁs..

€. Yemb aveyw ner

PENDAPATAN BELANJA
KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH SEBELUM SETELAH BERTAMBAH / SERCLIM BERUDAYAN SETELAN PERUBAHAN BERTAMBAH /
PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA (BERKURANG)
Rp Rp Rp % Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp %
1 2 3 4 5=4-3 6 7 8 9=7+8 10 11 12=10+11 13=12-9 14
5.05. 5.05.05 PR e I 1) I A T 0,00 98. 000 po.o. ‘uN.r.a&‘Sm.H‘a: e ‘Nmuﬂus.,ms..s . ‘ﬂ‘m.&‘u‘.m‘sx& ..N..K.wm,ﬂ‘s%. N‘.r‘u&.ws..&. :‘E‘».:m.,om_&: :@S.os_m.m‘sv‘ A:‘.E
5,05 . 5.05.05.01 Kecamatan Batu Brak 0,00 0,00 ‘ o.&i ‘cMS ‘u‘:.amw.se‘.&: -1 “Nm‘w.‘uam.‘%ps , wq‘m.&‘u_m‘op% N.Ma...ma‘u.m‘w“&, Nt.mmc.‘wSS. :ﬂ‘r:m.?w& . A&..‘.‘Sbm,m..sv A:“E‘
5.05.5.05.06 Kecamatan Balik Bukit 000 000 | 000 | o000 Csoe09n00000 | 2.00337631925 uswaeraps | s;emoom | 20e000m000 | 2556.621.950,00 | (@oss3es | a5
5.05..5.05.06.01 Kecamatan Bali Bukit 000 o0 | o | o0 son09n00000 | 2osamenezs | zsoaeasas | s1361800000 20000385000 | 2556.621.95000 | om0 | 1)
5.05 . 5.05.07 Kecamatan Sukau cMS 981 @8 ‘ ‘5.8‘ .wﬂ.sm.moobo: = NS.SP?.&: ﬁm.oﬁ.o&.& W_m.‘u&.m._w,uw&‘ NNY_.m&.o&.S:: mum.ﬁc.&ys: ‘am.omu._‘ms@‘ ‘Q,u..s.v.
5,05 5.05.07.01 Kecamatan Sukau 000 000 Com | o Caena0500000 | 26093900000 | esomon000 | ssdonsmeo | 20600000 | 53999083300 (@s.053.067,009 | (1360)|
5.05 . 5.05.08 Kecamatan Suoh ‘o.S‘ @8 ...‘S: QMS‘ “““““ us.wuL.Sm,& , .N.u‘m.ms.‘wop&‘ ‘rrdu_mc.p& ““““ wN.‘Na,Na.&.%‘ ‘ s.wwuu‘.gc‘.&‘ .a‘u_m_a.‘us‘i‘ .ava..zw.m?oe‘ cmme
5.05 . 5.05.08.01 Kecamatan Suoh o0 | 000 0w | o Csssso0o | 235.602.80000 | samano | 262.282.500,00 iesamsmoe | 45761630000 @1117.500,00) | (15,53
5.05 . 5.05.09 Kecamatan Gedung Surian 98‘ 0,00 ‘ 0,00 | ‘awoo‘ ‘ NS.m&.os,& . Num‘ﬂp‘omp‘s ‘ mg.m.qu.mmo.& “““ NmeoSS ~8.£v‘..‘m‘p&‘ La‘w.‘ao.ao.& Q_.m‘mN.‘w&@ . E.bs
5.05 . 5.05.09.01 Kecamatan Gedung Surian aw..e @8 , 000 ‘98, M&.&E&.S ““““““ Nuw_ano.wmo.ac.. 534.671.950,00 259.162.000,00 i N‘o‘u.‘mﬂ‘.aps. ‘ auﬁos..ao.& ‘‘‘‘ Q_ENMSSV ‘E‘.u‘&
5.05. 5.05.10 Kecamatan Kebun Tebu c.S‘ 0,00 ] oo | 0, .c.o ““““ N,a.a...:_,.os‘& : ,N,mm“e,\.m.?.‘.,&: _x;mmoSS ...... ~$§§8 N‘w.o&.w&.&‘ ‘t.m_:m..m&.& ‘ ‘ ao.r.u.moc.@ ‘SN.S.V.
5.05 . 5.05.10.01 Kecamatan Kebun Tebu ob.o‘ c.bo : oS o.o.o. ““““ NK.&L.&@S ‘~w~.‘£m.o8.9 mﬂ‘.a‘%.o&“aw‘ o Nfaxooos ‘ N‘Nh..mwm..m&._.s tm,E..mSS‘ NS.E.?,&V :C‘N‘.ﬂ‘v‘
5.05.5.05.11 Kecamatan Air Hitam 0,00 0,00 a.& ,c.S. ‘Bw..E.oS.oa ‘5.‘\.5.89? | &w.a‘s.o‘&b‘o‘ ‘ :.5.#58.8 ~8.m5.8°,&. mﬁ.ﬁm...vs.& Q:Bosos ‘3::
5.05. 5.05.11.01 Kecamatan Air Hitam c.S‘ 000 p& ,:‘o.S‘ Nwm.mw.g‘s, . 5.\.&.898 Sm.m%.sa.% 312.428.000,00 NS.mE.oS‘,&‘ m:.ew.ms.& E:ZSSV ?.m.e
5.05 . 5.05.12 Kecamatan Pagar dewa o.S‘ “““ 98. ! p& ..... 0, MS. N.&..m%.._..&.s‘ N ‘N\a.uoo.,&o.& E.&p%p& ....... .Nw,&u‘.s‘ows ‘ Now.,mom..,m,o,&‘ ‘ s.a.g_...wmp& ““““ mm.u.%..q&“os‘ ‘ Awwuw
5.05 . 5.05.12.01 e R 0,00 0,00 ‘ 9% ‘c.S‘ wa.mg.ms.s | ‘Na.m.vus‘emp%‘ ‘ mz.&m.‘m‘mo.&‘ ..... wwq.ewu‘.&ovs ‘ NS.m&.Nwo.& I §.§..§.& ““““ Qm“u.m.a..u&..os ama
5.05.5.05.13 Kecamatan Batu Ketulis .98 o,S‘ a.mo 0,00 uorm@..os‘s‘ ::~m‘u.‘&.o.‘ao.3 mmm.mw.mp& .~$‘.&~.m‘&.s‘ ‘Nmba..a&.&‘ Su.sm..so.% ‘ @m.&..&p.é Q‘a‘ho‘v
5.05. 5.05.13.01 Kecamatan Batu Ketulis 0,00 0,00 ‘ o.& ‘o,S‘ . uo‘—.‘w&.oops ‘ o Nau.muw.umc\re ma.m‘Nw.dc.&‘ = NW.&N,WS_S‘ Nt.Ncw‘.a&N‘s‘ ‘ 485.198.100,00 | Agwu‘uo.‘mg‘sv NI‘.N,Q‘
5.05.5.05.14 Kecamatan Bandar Negeri Suoh 0,00 0,00 ‘ 0,00 ‘ PS‘ . .wa.www.&c.ce Nam_oNN.oS,S w.wu&.@s.‘&‘ N NL.N.&c.m.S.OQ NS.Nww.wma.S ﬁwmtﬁuo..‘s‘ aw‘ﬂ‘u.‘mmo.sv‘ ‘ dm.‘s.v.
5.05.5.05.14.01 Kecamatan Bandar Negeri Suoh 0,00 om0 00 | o000 Cameamo0000 | 24602390000 | 532.358.900,00 242.549.500,00 200.293.750,00 28025000 | @ s1s65000) | (1681 |
5.05.5.05.15 Kecamatan Lumbok Seminung 0,00 AS ; o.& ‘ 0,00 ‘ wa.wmw.&o,s o NmN.‘m&.mmp&‘ m»».WNWMomo~& ‘Nﬂ.ww‘.m‘&‘s -m.wwm.wwm,& ‘ aww.da.mma.& , Nm‘m.o‘d.‘w?,os ‘ELB
5.05. 5.05.15.01 Kecamatan Lumbok Seminung 0,00 0,00 p& 9‘8‘ ' 289.163.000,00 »&.§.398 . ua_.mNu.mwo,E ‘ NWa.mWN.w&‘S ‘N‘Np‘u&.a‘ps. 475.750.650,00 ‘ Nma.od.uapsv E‘Ls‘
JUMLAH 1.121.507.601.470,03 1.013.085.265.918,79 (108.422.335.551,24) |  (9,67) 603.957.494.408,68 543.499.746.560,35 1.147.457.240.969,03 618.830.253.840,76 425.507.008.985,75 1.044.337.262.826,51 (103.119.978.142,52) |  (8,99)
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AMPIRAN [1]

PERATURAN DAERAH KABUFATEN LAMPUNG BARAT

VOMOR 6 TAHUN 2020

THWTANG

FERUBA AN ANGGARAN SENDAPATAN DAH BELARIA DAERAH
“aHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2020

Urnuszm Pemerintahan : 1.0 Jrusan Wzjib Pelayanan Dasar Pendidikan
Organ'sasi : 1.00.01 Dinas Fendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Drganisasi ¢ 1.0L.C1.901 Dinas Fendidikzr dan Kebudayaan
KODE JUMLAH (Rp) BERTAMEAH § {SERKURANG)
P - SEBELUM PER.BAHAN SETELAH PERUBAHAN ") “ g
1 2 3 4 5 6 r
1.01.1.51.01.00.0C.4 PENDAPATAN DAERAH £2.760.000,00 S3.620.000,00 | (5.100.000,00) (5,16)
1.01.101.01.00.0C.4.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH . EEF60.000,00 £36£0.00000 |  (GI00L000) | (516)
1.01.1.01.01 .00.€0.4.1.2 Moot ReibusiCoersh | msoeweo| 00 saecooem | 000 Gacien)|  sae
2.01.1.01.01.00.00.5 BELANIA DAERAH ZB3.B2E.850.10C,00 288.113,856.374,00 (712.3€3.526,00) (0,25
~01.1.01.01.00.00.5. 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG . a0129E913.20000 | 203.086.837.124,00 | | LBES3A0 | 030
201.10101.00.0C.5.1.1 BE_ANIA PEGAWAL 201.292.913,20C,00 203.08€.337.124,00 1,503 €23.924,00 0,30
101.10L01.01.01.5.2 BELANIA LANGSUNG 87.533.936.50C,00 85.017.019.250,00 12515 817650,00) {288}
10L. 10L01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Periantoran 385.177.50,00 263.166.520,00 (117 £11.000,D0) {30,38)
1.01.10L.01.01.01 Penyediaan 253 Sural Menywrat 108000000 | 1.330.200,00 R I e
£.01.1.011.01.01.5.2.2 BELANIA BARSNG DAN JASA 1.330.000,00 1.330.030,00 . L
1.01.1.011.01.02 Penyediaan Yasa Komunwas,, Sumber Daya Ax den - 11.000.020,0C ~ 13.200.000,00 | 22000000 | 2000
Listrik
1.01.1.01.01,01.02.5.2.2 BELAMIA BARANG CAN JASA ~ 11000.000,0 1220000000 | 2mCedo | 2000
1.01,101.01.01. 03 Peniyecaan Jasa Pemetihanaan dev Perznan 17 825.000,0C , | 17.825.000,00 @ 00
Kendaraan DirasAOperasional
1.01.101.01.01.03 5. 2.2 BELAMJA BARANG DAN JaSA 17 825.00000 | | L7E25.000,00 . 200 o000
1.01.101.01.0L.04 Penyeciaan Jasa Admicistrasi Kevangan 128000000 | 138000000 | <
101 10101.0L.04 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 1 280.000,00 1Z6C.00000 | 200 | 000
101 1.0L01.0L.05 Penyedizan Jasa Xebersman Kantor 8,305.500.00 ‘ 3305500,00 | o | 00c
KABAG |
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PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 5.05 Unsur Pendukung Kecamatan
Organisasi £ 5.05.15 Kecamatan Lumbok Seminung
Sub Unit Organisasi : 5.05.15.01 Kecamatan Lumbok Seminung
KODE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
URAIAN - e DASAR HUKUM
REEr. SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

)| 2 3 4 5 6 7
5.05.5.05.15.00.00.5 BELANJA DAERAH 541.823.950,00 475.750.650,00 (66.073.300,00) (12,19)
5.05 . 5.05.15 . 00 ..00...5:..1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 289.163.000,00 254.952.500,0 (34.210.500,00) (11,83)
5.05.5.05.15.00.00.5.1.1 BELANJA PEGAWAI 289.163.000,00 254.952.500,00 (34.210.500,00) (11,83)
5.05 . 5,05.15 . 01.01..5.2 BELANJA LANGSUNG 252.660.950,00 220.798.150,00 (31.862.800,00) (12,61)
5.05 . 5.05.15 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 139.053.650,00 114.507.400,00 (24.546.250,00) (17,65)
5.05 . 5/05:15 . 01...01 Penyediaan jasa surat menyurat 960.000,00 960.000,00 0,00 0,00
5:05..5:05:15 :101.::01.::5:2: 2 BELANJA BARANG DAN JASA 960.000,00 960.000,00 0,00 0,00
5.05.5.05.15.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00

T T T S 1 e e e e i
5.05.,5.05:15 ./01..102:. 5. 2. 2 BELANJA BARANG DAN JASA 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00
5(05...5.05.15 ..01..103 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00

Kendaraan Dinas/Operasional | g

-05.08.5%.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00
.01.04 Penyediaan jasa Administrasi keuangan 317.500,00 317.500,00 0,00 0,00
.01.04.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 317.500,00 317.500,00 0,00 0,00
+01 .05 Penyediaan jasa kebersihan kantor 12.221.000,00 12.221.000,00 0,00 0,00
Jo1.058.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 0,00
#01.05.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 8.021.000,00 8.021.000,00 0,00 0,00
.01.06 Penyediaan Alat Tulis Kantor 15.141.500,00 15.141.500,00 0,00 0,00
01.06.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 15.141.500,00 15.141.500,00 0,00 0,00

OPD

A
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KODE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
URAIAN DASAR HUKUM
KR SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 4 5 6 7
5.05.5.05.15.01 .07 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 17.912.400,00 17.912.400,00 0,00 0,00
5.05..5.05.15 . 01,07 . BELANJA BARANG DAN JASA 17.912.400,00 17.912.400,00 0,00 0,00
5.05.5.05.15.01 .08 Fenyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan 3.194.000,00 3.194.000,00 0,00 0,00
bangunan kantor it e ‘
5.05.5.05.15.01 .08 . BELANJA BARANG DAN JASA 3.194.000,00 3.194.000,00 0,00 0,00
5.05.5.05.15 .01..09 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan 3.960.000,00 3.960.000,00 0,00 0,00
perundang-undangan
5.05...5.05.15 ..01..09 . BELANJA BARANG DAN JASA 3.960.000,00 3.960.000,00 0,00 0,00
5.05.:5:05:15 .01 .10 Penyediaan makanan dan minuman 14.800.000,00 14.800.000,00 0,00 0,00
5.05...5.05.15...01 . 10.. BELANJA BARANG DAN JASA 14.800.000,00 14.800.000,00 0,00 0,00
505..5.05.15. 01 : 11 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 10.690.000,00 0,00 (10.690.000,00) (100,00)
5.05.5.05.15.01 . 11 . BELANJA BARANG DAN JASA 10.690.000,00 0,00 | (10.690.000,00) (100,00)
5.05. 5.05:15.01 .12 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi 18.200.000,00 18.200.000,00 0,00 0,00
IR O L s v e o e S s s AR S
5.05. 5.05.15 .01 . 12.. BELANJA PEGAWAI 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00
5.05.50515.01.12. BELANJA BARANG DAN JASA 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00
5.05.5.0515.01. 13 Penyediaan jasa Propaganda/Publikasi/Pameran 9.856.250,00 0,00 (9.856.250,00) (100,00)
505.505.15.01.13. BELANJA BARANG DAN JASA 9.856.250,00 0,00 (9.856.250,00) (100,00)
5.05.5.05.15.01 . 14 Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembinaan Dalam Daerah 17.401.000,00 13.401.000,00 (4.000.000,00) (22,99)
5.05'. 5:05.15 .01 .14.. BELANJA BARANG DAN JASA 17.401.000,00 13.401.000,00 (4.000.000,00) (22,99)
5.05.5.05.15.01 . 15 Penyediaan Jasa Sewa Perlengkapan 10.600.000,00 10.600.000,00 0,00 0,00
5.05..508:15 .01.15. BELANJA BARANG DAN JASA 10.600.000,00 10.600.000,00 0,00 0,00
5.05. 5.05.15 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 52.457.300,00 47.140.750,00 (5.316.550,00) (10,14)
A e 1 I e I L P IO s . e e e
5.05. 5.05.15 .02 . 04 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 13.008.700,00 13.008.700,00 0,00 0,00
5.05.5.05.15.02.04 . BELANJA BARANG DAN JASA 13.008.700,00 13.008.700,00 0,00 0,00
5.05.. 5.05.15 .02 .05 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 31.715.000,00 31.715.000,00 0,00 0,00
dinas/operasional i e
5.05.5.05.15.02.05. BELANJA BARANG DAN JASA 31.715.000,00 31.715.000,00 0,00 0,00
5.05.5.05.15 .02 . 06 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung 7.733.600,00 2.417.050,00 (5.316.550,00) (68,75)
kantor e | Bt
5.05. 5.05.15.02 .06 . BELANJA BARANG DAN JASA 7.733.600,00 2.417.050,00 (5.316.550,00) (68,75)
5.05.5.05.15 .03 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 5.000.000,00 3.000.000,00 (2.000.000,00) (40,00)
Aparatur ; o] R . ey ek
5.05.5.05.15 .03 .01 Pendidikan dan pelatihan Formal 5.000.000,00 3.000.000,00 (2.000.000,00) (40,00)
r APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1
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KODE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
RENEWING i SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % e
1 2 3 4 5 6
5.05 . 5.05:15.03.01.5. BELANJA BARANG DAN JASA 5.000.000,00 3.000.000,00 (2.000.000,00) (40,00)
5.05.5.05.15. 04 Program Peningkatan Pengembangan Sistem 56.150.000,00 56.150.000,00 0,00 0,00
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuanganskpp | e ) e e A
5.05.5.05.15.04 .01 Penyusunan laporan capaian Kinerja dan ikhtisar 999.000,00 999.000,00 0,00 0,00
realisasi kinerja SKPD
5.05 . 5.05.15:04.01.5. BELANJA BARANG DAN JASA 999.000,00 999.000,00 0,00 0,00
5.05.5.05.15.04 .02 Penyusunan laporan keuangan semesteran 997.000,00 997.000,00 0,00 0,00
5.05.5.05.15.04.02.5. BELANJA BARANG DAN JASA 997.000,00 997.000,00 0,00 0,00
5.05.5.05.15.04 .03 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 1.805.000,00 1.805.000,00 0,00 0,00
5.05 ; 5.05.15.04.03.5. BELANJA BARANG DAN JASA 1.805.000,00 1.805.000,00 0,00 0,00
5.05.5.05.15.04 .04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 2.549.000,00 2.549.000,00 0,00 0,00
5.05.5.05.15.04.04.5 BELANJA BARANG DAN JASA 2.549.000,00 2.549.000,00 0,00 0,00
5.05.5.05.15.04 .05 Kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah 49.800.000,00 49.800.000,00 0,00 0,00
5.05.5.05.15.04.05.5. BELANJA PEGAWAIL 49.600.000,00 49.600.000,00 0,00 0,00
5.05.5.05.15.04.05.5. BELANJA BARANG DAN JASA 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00
SURPLUS / (DEFISIT) (541.823.950,00) (475.750.650,00) 66.073.300,00 (12,19)
PARAF KOORDINASI
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APRARTY
PERATURAN DERAH KASUPATEN LAMFONG S4RAT
AOMOR & TAHUR 2620
TENTANG
AN AYGRARAR FENTAPATAN DA SELANA DAERAY
20%

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
REWAPITULASE PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAM

TAHIN AKGGARAN 2020
|
- URATAN URSAN, OAGAMISASE, SEBELLN PERUBZHAN SETELAN FERUSAHAN M!_..‘.!: i
FROGRAM DAN IGGIATAN JENIS BELABDA JENIS BELANDA T4 -
PEGANA BARANG & JASA MODAL PEGAWAL BARANG & JASA MOTAL (Rey *
s 2 3 4 5 5=34448 ] 8 @ W=7+8+9 11=18-6 12

Urusan Wajilh Pelayanan Dasar 47215, 3= 550,00 | 32003 358..706,20 1) TESR 5N 370 02..2.948, 10 55261523853, 123967 <1045 419.39¢. 358 50,00 S7.EM035.497,25 (7 AB095250,85) | (25,38)

Py Pendicikan L2222 72.000,00 2943 2740000 15460 (3. 30000 8507757 06,00 25025.905.00C,00 2687 ST 4287C.240.250,00 LS8 453,70, 00 (U801:2290,000 | (243)
30 A ¥ TN 4 Diras Pencidian dan Keoucayaan LZ22272.000,00 290402 220 40000 45258 3.80000 EEQI7.5% 006,00 15025.905.00C, 00 26897 E07.30m00 4290020250, 0 8E.987 253,730,000 (20050 122.250,00) A
T e ione e Prograr Peayonas Avinitras feria 2500990, 375 STE.500,00 o 365177570, 2.200,006,00 267,052 500,00 08 2BA55.500,00 (17001008,00) | (36,38}
W1l L@ Fevradisy Jase Srd Fawuat 0 5.337.000,00 o 133e000,00 0% 1.330 200,00 e 2 230,000,00 0,00 L 5]
10 m xow Fervediz 3" Jame Konmu-asl, Starber Deya Ar com Lisaie (7 11002.900,0 oo | 11200200C 0% 23,200 000,50 100 13.260.000,00 zxom00 | 2
101,101 x o Fermmediz 2~ Jass P2 dinarasn dar Perznen oG D astpaas o d Lo L7EZZ00000 o 1752200 000 22,825 000,00 2,00 12.8:5.00,00 0,07 o0
10,1001 ;o Fermedz 2~ Jas: At s 3esd Kevangan €0 L360300.00 con 13000 00 £.260 200, 50 1260.000,00 oo | o
1061001, % 0% Penved a- Js2 <2087 Eanty 20C.006,00 210250000 com € 30850000 4,200.000, 4.5 500,3¢ 200 5305 500,00 oo | oo
10010000, % Feyes:sar A TS B ler oo 3221490000 oo | 20 32.200,00 0,03 0,214 002,0¢ 500 30214.0,00 o | oo
100, LOod . % Panyec aan Barsng Ceceker 30 Perggs daan oec SPEFRAI000 0o | €7 57220000 e 8483 00307 4,00 567020000 EI5500,000 11,3
LOL. LCLOY . 31 38 Pareyac aan karponer irstais! LstricyPnerengan Beng. e~ Ky oc AEEE050.00 20 4 582.500,00 ae: 468520360 o ©565,200,00 oce | o
30010001 .08 06 Payeciaan Bzhar B2w tan Feahed Penndamg-wecareer Q00 33ECGC 00 2300 308C.200,00 ac 3.060.0C0 00 Qo0 3.380,200,00 0,00 0,00
100, 1800 .36, 1O =y ciaan Mekaner 30 Yirer o os0 1166000 30 0w o) 29800000 o 33165000 pee | oo
LOT.3MEOL .Gl Mk Tapat-2apal {00rd 198 B konallas ke L Caewd 000 63508 00C 0C 0,0 €8.5CE. 200,00 000 290000 o0 £.300 200,00 BOOIBI00000 | [£7.56)
10,3001 .6.. 0 Tryecon Saa Faopap v sikess P wers 3 Emocon0 4715200C 00 X S0 | 000 20.000.000C ot <5708 50,00 2073200000 | 12118)
10:.2000L . &34 Rape -Rapdl «00ordces JavFerbinean Delam Deear o0a LMoo 0 FASRE 000 000 ES950.0000C e 25350 200,00 A7EI500000; | [€87N)
1,01, 10L0L. ;.38 Fervects 2 kasa " Batavar Irers dan Sand 000 14.00m00C00 0 Z200C. 200,00 oo $E.000.000,0C [V &4 15200 000,00 | 000 agel
101. L0LOL, @ .27 Feryecizan lasa Peydiasg Adminstvad Fedartosr, 05 03 coo 0X oo oo oL [ e L0 o0 oLl
131 L0LO1 . 02 Prograa Samme dom Pra - 2 8B6I000 367 01500000 50800030 253050000 288.000,00 367 6300000 46.209.000,0 13,577,000, 0 o0 | s

s el

100 LOLG:. 0 Pergecann Periergeaom Gedung Kankor 009 a0 VZT 00X 230000608 coc ax 00 200 (8200200005 | <200,00)
L0t 100C: . 05 Pergacas 1 Koryaes " "Gan Kom e 200 0 POT000,5 2EOCW00: .0 oz | 20 08 200,00 20300 50,0 oea | ope
L0t 129C: . GG 0e Pemed- e ~ Fulavesan Goclng K2 tr 882 00000 s | 0% 2SEEC0 1882.000,0 7 355 800,20 noc €305 505,20 oem | oec
10 1216 G oot Paruet ~arnen Kercarzm oo 359.963 00000 ©x D000 % & 573 80800 o 361 320,20 temomm | o
| 0L 12103, €3 GE Pergacisan Sera ar S=cug ket ol + 20 ~ 222200C, 0 2520500000 3,08 a0 2 22,0000 2€ 209.00C,00 et ] 0ec
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URATAN URUSAN, ORGANISASI, SEBELUM PERUBAHAN i SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH /
PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANGA IS BELANA (BERKURANG)
. IJUMLAH IJUMLAH
PEGAWAI ! BARANG & JASA MODAL PEGAWAI BARANG & JASA MODAL (Rp) %
1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12
5.05.5.05.15. 04. 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 0,00 2.549.000,00 0,00 2.549.000,00 0,00 2.549.000,00 0,00 2.549.000,00 0,00 0,00
5.05.5.05.15. 04. 05 Kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah 49.600.000,00 200.000,00 0,00 49.800.000,00 49.600.000,00 200.000,00 0,00 49.800.000,00 0,00 0,00
JUMLAH 63.024.388.154,00 268.954.472.332,20 211.520.886.074,15 543.499.746.560,35 71.117.822.145,30 274.970.032.800,85 235.319.730.573,00 425.507.008.985,75 (117.992.737.574,60) | (21,71)

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
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LAMPIRAN V

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

lrb!vczm BARAT
PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2020
JUMLAH SEBELUM JUMLAH SETELAH BERTAMBAH / (BERKURANG)
W e PERUBAHAN PERUBAHAN JUMLAH (Rp) %
1 2 3 4 5=4-3 6
01 PELAYANAN UMUM 398.935.871.241,93 390.300.268.795,76 (8.635.602.446,17) (2,16)
01 2 10 Komunikasi Dan Informatika 23.221.034.805,00 19.855.571.985,00 (3.365.462.820,00) (14,49)
01 4 01 Perencanaan 8.102.201.550,00 6.165.706.023,00 (1.936.495.527,00) (23,90)
01 4 02 Keuangan 236.589.153.759,68 251.712.134.380,76 15.122.980.621,08 6,39
01 4 | 03 Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan 6.797.827.068,00 4.752.940.155,00 (2.044.886.913,00) (30,08)
01 4 04 Penelitian dan Pengembangan 3.257.258.400,00 2.707.349.422,00 (549.908.978,00) (16,88)
01| 4 |05 Penanggulangan Bencana Daerah 5.207.104.900,00 4.212.471.009,00 (994.633.891,00) (19,10)
01 5 02 Sekretariat DPRD 39.898.341.970,00 35.993.741.749,00 (3.904.600.221,00) (9,79)
01 5 03 Sekretariat Daerah 55.726.117.800,00 45.070.627.822,00 (10.655.489.978,00) (19,12)
01 5 04 Inspektorat 6.777.270.050,00 7.268.826.413,00 491.556.363,00 7,25
01 5 05 Kecamatan 13.359.560.939,25 12.560.899.837,00 (798.661.102,25) (5,98)
02 KETERTIBAN DAN KETENTRAMAN 15.044.313.549,00 14.415.391.934,00 (628.921.615,00) (4,18)
02 1 05 Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 13.105.663.250,00 12.967.653.768,00 (138.009.482,00) (1,05)
02 2 15 Persandian 152.539.000,00 105.914.000,00 (46.625.000,00) (30,57)
02 5 01 Kantor Kesbang dan Politik 1.786.111.299,00 1.341.824.166,00 (444.287.133,00) (24,87)
03 EKONOMI 61.481.130.783,00 49.296.767.891,50 (12.184.362.891,50) (19,82)
03 2 01 Tenaga Kerja 1.183.172.600,00 955.048.300,00 (228.124.300,00) (19,28)
03 ) 03 Pangan 3.891.849.550,00 3.657.758.788,50 (234.090.761,50) (6,01)
03 2 07 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 6.373.255.100,00 5.143.071.316,00 (1.230.183.784,00) (19,30)
03 2 09 Perhubungan 7.004.012.790,00 5.793.189.750,00 (1.210.823.040,00) (17,29)
03 2 11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 4.404.993.000,00 4.005.634.101,00 (399.358.899,00) (9,07)
03 2 12 Penanaman Modal 4.450.526.306,00 2.968.742.899,00 (1.481.783.407,00) (33,29)
03 3 01 Kelautan dan Perikanan 6.893.297.531,00 5.705.201.704,00 (1.188.095.827,00) (17,24)
03 3 03 Pertanian 21.789.294.706,00 16.194.144.804,00 (5.595.149.902,00) (25,68)
0: 3 .. Perdagangan 2.872.509.000,00 3.317.152.029,00 444.643.029,00 15,48
o R@ bn_a.vaz 2.618.220.200,00 1.556.824.200,00 (1.061.396.000,00) (40,54)
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BERTAMBAH / (BERKURANG)

p— AR JUMLAH SEBELUM JUMLAH SETELAH
PERUBAHAN PERUBAHAN JUMLAH (Rp) %
1 2 3 4 5=4-3 6
04 LINGKUNGAN HIDUP 15.388.248.546,00 13.556.094.876,00 (1.832.153.670,00) (11,91)
04 2 05 Lingkungan Hidup 13.624.535.066,00 12.082.385.026,00 (1.542.150.040,00) (11,32)
04 | 3 | 04 Kehutanan 1.763.713.480,00 1.473.709.850,00 (290.003.630,00) (16,44)
05 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM 154.979.676.397,11 79.409.504.364,00 (75.570.172.033,11) (48,76)
05 1 03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 146.799.334.397,11 73.253.838.364,00 (73.545.496.033,11) (50,10)
05 1 04 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 5.455.524.000,00 5.346.016.000,00 (109.508.000,00) (2,01)
05 | 2 | 04 Pertanahan 2.724.818.000,00 809.650.000,00 (1.915.168.000,00) (70,29)
06 KESEHATAN 181.829.397.350,99 183.232.767.092,25 1.403.369.741,26 0,77
06 | 1 | 02 Kesehatan 172.342.580.850,99 174.000.457.860,25 1.657.877.009,26 0,96
06 | 2 .]08 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 9.486.816.500,00 9.232.309.232,00 (254.507.268,00) (2,68)
07 PARIWISATA DAN BUDAYA 12.845.721.679,00 10.140.302.693,00 (2.705.418.986,00) (21,06)
o712 |13 Kepemudaan dan Olahraga 6.517.771.100,00 5.483.201.174,00 (1.034.569.926,00) (15,87)
07 | 2 | 16 Kebudayaan 1.456.366.900,00 1.029.560.500,00 (426.806.400,00) (29,31)
07 3 02 Pariwisata 4.871.583.679,00 3.627.541.019,00 (1.244.042.660,00) (25,54)
08 PENDIDIKAN 291.347.106.850,00 290.095.682.472,00 (1.251.424.378,00) (0,43)
08 | 1 |01 Pendidikan 287.370.483.200,00 287.084.295.874,00 (286.187.326,00) (0,10)
08| 2 |17 Perpustakaan 3.812.244.150,00 2.981.086.598,00 (831.157.552,00) (21,80)
08 | 2 |18 Kearsipan 164.379.500,00 30.300.000,00 (134.079.500,00) (81,57)
09 PERLINDUNGAN SOSIAL 15.605.774.572,00 13.890.482.708,00 (1.715.291.864,00) (10,99)
09| 1|06 Sosial 7.704.286.850,00 6.336.029.050,00 (1.368.257.800,00) (17,76)
09| 2 |02 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1.616.109.642,00 990.291.109,00 (625.818.533,00) (38,72)
09 2 06 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Si 6.285.378.080,00 6.564.162.549,00 278.784.469,00 4,44
1.147.454:240.962.03, 1.044.337. umu..hmmhm (103.119.978.142,52) (8,99)
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LAMPIRAN VI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR : 6 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

DAFTAR JUMLAH PEGAWAI KABUPATEN LAMPUNG BARAT

PER GOLONGAN DAN PERJABATAN
TAHUN ANGGARAN 2020

Golongan [V/e -
Golongan 1V/d 1 1
Golongan IV/c 22 7 iz 36
Golongan IV/b 2 55 1 2 345 1 1 407
Golongan IV/a 1 78 21 4 10 416 7 10 547
JUMLAH GOLONGAN IV | %) 5] il 5 120 8| B
Golongan Ili/d T 197 5 91 323 4 22 669
Golongan Ill/c 3 231 3 59 274 5 48 623
Golongan Ili/b 84 2 110 221 2 187 606
Golongan lll/a 3 48 176 2 270 499
JUMLAH GOLONGAN il _| Ai 3] sl .10 308 994 .l sy : 2.397
Golongan I1/d 32 37 - 49 118
Golongan Il/¢c 96 21 - 128 245
Golongan I1/b 1 3 34 1 75 114
Golongan ll/a 1 19 31 51
JUMLAH GOLONGAN 1 _ el e ol e e W
Golongan 1/d 1 1
Gotongan 1/c 6 6
Golongan I/b 8
Golongan I/a

JUMLAH GOLONGAN | » - “ ~ - - - 15 15
TOTAL ' | Wl sl .l gl il et Bl sl a0y
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KABUPATEN LAMPUNG BARAT

TAHUN ANGGARAN 2020

LAMPIRAN VII

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

NOMOR
TENTANG

6 TAHUN

2020

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH

ElevnoU

3
4

K

‘8
1
3
e

(=

+{t

KABAG HUXUM

Bentuk Hosll | dmigmidel | il Sios
Tahun Nama Dasar hukum penyertaan | Jumiah penyertaan A S, oy SN madul -y Sisa modal P | (R ;o..._w; |
telah disertakan Penyertaan modal telah disertakan modal yg akan
No.| Penyertaan Badan/Lembaga/ penyertaan modal Modal modal (investasi) R S S P P e s o yang belum (investasi) Htarir (Investasi) yang
Modal Pihak Ketiga (investasi) daerah (investasi) daerah PY 88 e % & disertakan disertakan s.d.
daaens lalu ini daerah kembali tahun ini
tahun ini tahun ini
1 2 3 + 5 6 7 8 9=7+8 10=6-9 11 12 13=9-12
1 2020 PT.Bank Lampung M,Mﬁ_:sm: 1.000.000.000 10.207.728.061 4.000.000.000 14.207.728.061
a
Perda propinsi Dati |
Lampung No. 15 Th.
1992 Tg. 10/12/1992
Tentang Bank
Pembangunan
Lampung
JUMLAH 1.000,000.000,00f  10.207.728.061,43 ;.So.ooo.ooo_mlﬁhpnh.p?o; _ 3 0,00 0,00 0,00 0,00
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KABUPATEN LAMPUNG BARAT

DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN
ANGGARAN INI

TAHUN ANGGARAN 2020

LAMPIRAN Vi

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

NOMOR
TENTANG

6 TAHUN 2020

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

Jumlah sisa anggaran yang
Jumiah Anggaran Tahun 2019 Jumiah Reallsasi dianggarkan .“M_wu_n wu::: ini (Rp)

No. Kode Judul Kegiatan sampai dengan

akhir TA 2019

APBD TA 2019 vo-:g__ww_.uwvwo . APBD Perubahan APBD
1 2 3 4 5 6 7 8
1.
2
. 3 NIHIL
4,
S,
dst.
JUMLAH 5 re
*) coret yang tidak periu .%@—Z’c

JABATAN

PARJF
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ASSISTEN 1
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LAMPIRAN X

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR : 6 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

KABUPATEN LAMPUNG BARAT
DAFTAR PINJAMAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

Jumlah pembayaran tahun
Tanggal / Jumlah ini Jumlah Sisa Pembayaran (Rp)
Sumber Dasar Hukum Tahun Pinjaman/ |Jangka waktu| Persentase Tujuan (Rp)
No pinjaman Pinjaman/ Perjanjian Nilai pinjaman bunga penggunaan pokok
daerah Obligasi pinjaman / Nominal (tahun) pinjaman pinjaman Pinjaman Bunga pokok Pinjaman Bunga
obligasi Obligasi Daerah Daerah
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
NITHIL

*) caret yang tidak perlu
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